WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR i? TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR

69 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

"TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang , : a. bahwa untuk menindaklanjuti

Diktum Keenam

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Nomor 119/2813/SJ

. Menteri Keuangan

177 /KMK.07 /2020

tentang Percepatan

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2020, Dalam Rangka Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

Pengamanan Daya Beli

Masyarakat

serta

dan

Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian

target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja

daerah, dengan melakukan perubahan Peraturan

Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

dimaksud dalam huruf a,

sebagaimana

perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun

Anggaran 2020;
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Mengingat

-2

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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7.

10.

1.1

-

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
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12.

13.

14.

15.

16.

-4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum
dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran
2020;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 350/P/2020 tentang
Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional
Sekolah Reguler Tahap [ Gelombang Il Tahun 2020;



g

Memperhatikan

Menetapkan

iy

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19
Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2020 Nomor 12);

19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota
Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 8);

: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri

Nomor 119/2813/SJ .
Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 Percepatan Penyesuaian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan

Perekonomian Nasional,

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR
69 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020.
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Pasal 1
Merubah atas Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Walikota ini.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 ApriL 2020

]WALIKOTA PAPANG PANJANG,

Diundangkan di Padang Panjang

pada tanggal <3 A 2020

SEKRETARIS DAERA TA PADANG PANJANG

~ =)
=2

SONNY BUD PUTRA\

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR




